BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah berperan dalam
menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik di daerahnya. Hal
ini terlihat dari adanya mekanisme penerimaan, verifikasi, pemeriksaan,
hingga penyelesaian laporan maupun penerbitan rekomendasi kepada instansi
terlapor. Selain itu Ombudsman juga melakukan fungsi pencegahan dengan
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas pelayanan publik
serta tata cara melapor yang baik. Peranan ini menunjukan bahwa
Ombudsman menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan
ketika mengalami pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman cukup bervariasi antara lain:

a. Jumlah pegawai masih sedikit, sementara laporan yang masuk sangat
banyak.

b. Banyak laporan yang rumit dan sulit diselesaikan dengan cepat.

c. Pelapor kadang tidak aktif atau tidak melengkapi dokumen pendukung.

d. Beberapa instansi pemerintah tidak mau bekerja sama saat diminta
Klarifikasi.

e. Dana operasional terbatas, dan belum ada gedung kantor tetap.

f. Laporan yang menumpuk karena waktu penyelesaian yang sempit.



3. Upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut antara lain:
a. Membagi tugas pegawai sesuai kemampuan dan jenis laporan.
b. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses kerja.
c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara melapor yang baik.
d. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait agar lebih terbuka.
e. Mengusulkan tambahan anggaran dan percepatan pembangunan kantor

sendiri.

4. Dampak dari laporan yang berhasil diselesaikan sangat besar, seperti:

a. Membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang semestinya.
b. Mendorong instansi untuk memperbaiki sistem kerja mereka.
c. Menjadi bahan evaluasi bagi atasan untuk menegur bawahannya.
d. Menjadi penengah yang adil dalam menyelesaikan konflik.
e. Mencegah kerugian masyarakat dan mengembalikan hak-hak mereka.
B. Saran
Agar peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dapat terus
ditingkatkan di masa yang akan datang dalam melayani masyarakat, berikut
beberapa saran yang bisa dilakukan:
1. Pemerintah dan Ombudsman RI pusat perlu mempertimbangkan penambahan
jumlah pegawai di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat agar beban
kerja dapat terbagi lebih merata, terutama mengingat tingginya jumlah laporan

yang masuk setiap tahunnya.



2. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait, Ombudsman harus terus
membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan instansi
pemerintah untuk memastikan keterbukaan informasi dan percepatan
Klarifikasi.

3. Diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar untuk operasional dan
percepatan pembangunan kantor permanen agar pelayanan publik dapat
berjalan lebih optimal dan terpusat.

4. Kantor Ombudsman Sumatera Barat perlu segera dibangun secara permanen
agar masyarakat bisa melapor dengan nyaman, dan pegawai bisa bekerja lebih

baik.
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